BAB V

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1.

Pemerintah kota Surabaya Surabaya sudah membuat Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2010.

Kendala dalam proses penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya
terutama lebih memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu akuntansi
sektor publik.

Penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Kota Surabaya tahun 2019
belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada
PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA
dimana sistem pencatatanya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP
Nomor 24 Tahun 2005.

Penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya belum sepenuhnya sesuai
dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 karena ekuitas yang disajikan belum sesuai
dengan PSAP Nomor 1 ayat 84 PP Nomor 71 Tahun 2010 karena penyajianya
masih terbagi menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas
dana cadangan yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005. Namun untuk
penyajianya aset dan kewajiban telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun
2010.

3.2 Saran

1.

2.

Untuk menerapkan PP No.71 Tahun 2010 Pemkot Surabaya perlu mengkaji
ulang laporan keuangan agar menjadi efektif.

Kiranya untuk anggaran berikutnya, hendaknya Dinas Pendapatan Daerah
Kota Surabaya harusnya sudah menerapkan PP No.71 tahun 2010 sejak
disahkanya peraturan baru.

Untuk dapat menghsilkan laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebaiknya
Pemkot Surabaya mengadakan pelatihan bagi pegawai khususnya dibagian
keuangaan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam
penyajian laporan keuangan dan dapat menggunakan aplikasi SIMDA dengan
versi terbaru yang sistem pencatatanya masih berbasis kas menuju akrual
sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.
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